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5.1 Kesimpulan

Partisipasi Anak dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Mojokerto
dapat disimpulkan bahwa partisipasi anak dalam penyelenggaraan kebijakan Kota
Layak Anak di Kota Mojokerto terlah terlaksana dengan cukup baik dan juga bisa
menunjukkan bahwa adanya keterlibatan anak dalam berbagai tahapan kebijakan.
Pada partisipasi tersebut telah diwujudkan melalui keterlibatan Forum Anak Kota
Mojokerto dalam berbagai kegiatan yang telah difasilitasi oleh Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Berdasarkan
analisis menggunakan teori tangga partisipasi anak Roger Hart tingkat partisipasi
anak didominasi pada kategori genuine participation, khususnya pada tingkat
assigned but informed (level 4) dan consulted and informed (level 5), di mana anak
telah memahami tujuan keterlibatannya, memperoleh informasi yang memadai,
serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi yang dipertimbangkan
dalam proses perumusan kebijakan. Pada beberapa program ini juga, telah
melibatkan penerapan adult-initiated, shared decisions with children (level 6) yang
mana telah menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan anak dalam
proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, partisipasi ini belum
sepenuhnya mencapai tingkat tertinggi karena sebagian besar inisiatif program
berasal dari pemerintah, sehingga ruang bagi anak untuk menginisiasi kebijakan
secara mandiri masih terbatas.

Pada pelaksanaan partisipasi anak dalam kebijakan Kota Layak Anak di Kota
Mojokerto dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan juga faktor
penghambat. Adapun faktor pendukung meliputi adanya peraturan daerah Kota
Mojokerto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak sebagai landasan
hukum, komitmen Dinsos P3A sebagai leading sector, keberadaan Forum Anak
Kota Mojokerto yang sebagai wadah resmi partisipasi anak, juga serta berbagai
program yang telah memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi.
Adapun faktor penghambatnya meliputi proses pengambilan keputusan yang mana
masih cenderung bersifat top-down, belum meratanya kapasitas dan kepercayaan

diri anggota forum anak dalam menyampaikan pendapat, serta juga belum
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optimalnya mekanisme tindak lanjut dan umpan balik pemerintah terhadap usulan
yang disampaikan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ruang partisipasi
meningkatkan kapasitas forum anak, serta juga optimalisasi mekanisme tindak
lanjut terhadap aspirasi anak agar partisipasi anak tidak hanya bersifat konsultatif,
tetapi berkembang menjadi kemitraan yang lebih setara dalam proses perumusan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, implementasi Kota Layak
Anak di Kota Mojokerto tidak hanya mampu memenuhi indikator administratif,
akan tetapi juga mewujudkan pemenuhan hak anak yang partisipasi, inklusif, dan

juga keberlanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut :

1. Bagi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota
Mojokerto diharapkan dapat memperkuat mekanisme partisipasi anak dengan
cara memberikan ruang yang lebih luas kepada forum anak Kota Mojokerto
dalam proses perencanaan pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Selain itu
juga perlu adanya peningkatan penyampaian umpan balik secara terbuka
terhadap setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh anak agar mereka
mengetahui tindak lanjut dari usulan yang telah diberikan.

2. Bagi forum anak Kota Mojokerto, diharapkan terus meningkatkan kapasitas
anggotanya melalui pelatihan diskusi maupun kegiatan pengembangan
kepemimpinan sehingga mampu menyampaikan aspirasi secara lebih kritis,
aktif, dan representatif terhadap kebutuhan anak di Kota Mojokerto.

3. Bagi pemerintah Kota Mojokerto diharapkan dapat memperkuat kolaborasi
dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan
lainnya agar partisipasi anak tidak hanya melibatkan anggota forum anak saja
tetapi juga menjangkau lebih banyak anak dari berbagai latar belakang
sehingga pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) menjadi lebih

inklusif.
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